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Penerapan keterbukaan informasi publik di
Indonesia diawali dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada
30 April 2008 dan keputusan ketua komisi
penyiaran indonesia nomor: 1 Tahun 2021
tentang organisasi pengelola informasi
dan dokumentasi komisi penyiaran
Indonesia pusat

Keterbukaan informasi publik memberikan
energi baru bagi
penyelenggaraan negara yang lebih baik
karena dengan adanya keterbukaan
informasi publik, masyarakat dapat turut
serta secara aktif dalam setiap proses
pengembalinan kebijakan publik.
Keterbukaan informasi publik merupakan
bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia
yang sebagai negara demokrasi. Ciri suatu
negara demokrasi adalah adanya
pengakuan hak asasi atas akses informasi
publik. Pengakuan hak asasi atas informasi
termuat dalam ketentuan Pasal 28 F
Undang Undang Dasar 1945. Dengan
demikian, setiap penyelenggaraan negara
harus dilakukan dengan prinsip-prinsip
keterbukaan informasi publik.

KATA
PENGANTAR
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KATA
PENGANTAR

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah
satu bentuk
pertanggungjawaban dan akuntabilitas
PPID Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama Tahun 2023, kepada
masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia
Pusat menyadari bahwa salah satu
elemen penting dalam mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik
adalah dengan cara membuka seluruh
pelaksanaan tugas dan fungsi
masing-masing badan publik. Semakin
terbuka penyelenggaraan
negara maka semakin dapat
dipertanggungjawabkan.
PPID Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
terus berusaha meningkatkan
keterbukaan informasi publik serta
mempertanggungjawabkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan
Informasi Publik Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ini,
dapat memberikan manfaat dan informasi
kepada masyarakat.



VISI DAN MISI 
PPID KPI PUSAT

Memberikan pelayanan informasi publik
yang berkualitas dan profesional

Visi
•Memberikan pelayanan informasi secara
cepat , akurat, benar dan tidak
menyesatkan 
•Memberikan kepastian dalam proses
pelayanan informasi publik 
•Mengembangkan PPID yang profesional
dan maju 

Misi
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TUGAS DAN FUNGSI

1. Mengkordinasikan pengumpulan dan
pendataan seluruh informasi publik di PPID
Pelaksana 
2. Mengkordinasikan pengklasifikasian
seluruh informasi publik 
3. Melakukan penyimpanan informasi publik 
4. Mengembangkan kapasitas pejabat
fungsional 
5.Memberikan laporan layanan informasi
publik kepada Atasan PPID 

Tugas 
1.Pelayanan informasi publik 
2. Pendokumentasian informasi publik 
3. Pengecualian informasi publik 
4. Pendataan informasi publik 

Fungsi
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SOP
STANDART OPERATING PROCEDURE
Beberapa SOP yang sudah di buat adalah sebagai
berikut :

SOP Permintaan Informasi
 
SOP Pengelolaan Keberatan

SOP Pendokumentasian Informasi
Publik

SOP Pendokumentasian Informasi
dikecualikan

SOP Penetapan dan Pemutakiran
Data Informasi Publik

SOP Penanganan Informasi Publik
 
SOP Klarifikasi Informasi
Dikecualikan 
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FORM
Beberapa Form yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPID
sebagai berikut :

Form Permohonan Informasi 

Form Keberatan Informasi 

Form Pemberitahuan tertulis

Form Penolakan Permohonan
Informasi 

Form Resi Permohonan Informasi
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PENETAPAN DIP 
Penetapan DIP masih menggunakan penetapan DIP Pada tahun 2022
dan masih belum ada tambahan jenis data apaun saat ini 

P P I D  K P I  P U S A T H A L A M A N  8



PENETAPAN DIP 
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PENETAPAN DIP 
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PENETAPAN DIK 
Penetapan DIK masih menggunakan penetapan DIK Pada tahun 2022
dan masih belum ada tambahan jenis data apaun saat ini 
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PENETAPAN DIK 
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PENETAPAN DIK 
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PENETAPAN DIK 
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SOSIALISASI TUGAS DAN FUNGSI 
TIM PPID DI KPI PUSAT

SOSIALISASI

Sebelum di buatkan SK Tim PPID kami melakukan sosialisasi tugas
dan fungsi tim PPID KPI Pusat. melakulan diskusi juga berasama
para komisioner dan seketariat dalam mendukung terbentuknya

PPID KPI Pusat 
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PEMBUATAN DRAFT SK TIM PPID 
TAHUN 2023

DRAFT SK TIM 2023

Dalam pembuatan draft SK PPID sebelumnya sudah dilakukan
sosialiasi tugas dan fungsi dari tiap-tiap petugas pelayaan PPID

di KPI Pusat. dalam pembuatan SK Tim ini pun dilibatkan tim
hukum dan tim pelayanan informasi di KPI Pusat
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PENETAPAN SK TIM PPID 
TAHUN 2023

PENETAPAN  SK TIM 2023

Ditetapkan 20 orang sebagai tim PPID di KPI Pusat yang terdiri  
dari 3 tim utama yaitu Pelayanan PPID, PPID Pelaksana, dan

Penyedia Data
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PEMBUATAN HALAMAN PPID DI
WEB KPI PUSAT 
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PEMBUATAN HALAMAN PPID DI
WEB KPI PUSAT 
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PENGEMBANGAN HALAMAN PPID DI
WEB KPI PUSAT 
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PERMINTAAN INFORMASI PERTAMA
KPI PUSAT 
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MENGIKUTI KEGIATAN
KETERBUKAAN INFORMASI KIP 
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Hari/Tanggal : Selasa , 22 Agustus 2023
Tempat : Hotel Grand Savero, Bogor , Jawa Barat

Pembahasan :
Kegiatan diawalli dengan sambutan pertama oleh Donny yang
merupaan Ketua Komisi Informasi Pusat, dalam pembahasannya
mengharapkan acara ini menjadihal yang membuat lebih banyak
lagi Lembaga publik yang memiliki predikat Informatif. Dalam
sambutannya ketua Komisi Informasi Pusat juga memberi
semangat bagi Lembaga publik yang baru membentuk PPID agar
tetap semangat dalam pembentukan di Lembaga publiknya
masing-masing, tidak harus langsung memberikan prospek yang
besar tapi bisa di mulai dari sedikit demi sedikit dalam
infrasutrukturnya.
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Pembahasan :
Sesi pun dimulai dengan narasumber pertama yaitu bapak
Syawaludin sebagai koordinator bidang penyelesaian informasi.
Dalam paparannya beliau menjelaskan  demokrasi + Ham  akan
menghasilkan keterbukaan informasi. Setiap warga negara
Indonesia berhak mendapatkan informasi dari tiap badan public
karena Indonesia berdiri sebagai negara demokrasi dan juga
memiliki nilai ham yang tinggi. Dalam tujuan UU KIP memberikan
jaminan hak kepada warga negara untuk menerima informasi
yang di hasilkan oleh Lembaga public. Pada dasarnya informasi
pada Lembaga public itu adalah informasi yang terbuka, untuk
informasi yang di kecualikan itu hanya sifatnya saja yang tertutup
dan terbatas tapi suatu saat bisa dibuka dengan syarat dan
ketentuan berlaku. Tujuan jangka Panjang diadakannya acara ini
pun untuk meningkatkan jumlah Lembaga public yang informatif.
Tiap badan public juga wajib melakukan inovasi dalam
pelayanan informasi , tidak selamanya harus mengunakan
aplikasi bisa juga memberikan pelayanan yang lebih cepat dari
standart undang-undang (10 hari kerja) misalnya. Badan public
pun harus membuat uji kkonsekuensi tiap tahunnya untuk
menentukan informasi apa saja yang harus dikecualikan dan
dibuka berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ada .
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Pembahasan :
Sesi pun langsung dilanjutkan ke sesi kedua tanpa dilakukannya
dulu break ishoma sesi kedua pun di isi oleh ibu Samrohtunnajah
Ismail dalam pembahasan sengketa informasi . Pada
paparannya ibu sam menegaskan haruslah tiap Lembaga publik
memiliki daftar informasi yang baik , cepat dan akurat karna hal-
hal tadi yang bisa menyebabkan kita terjadinya sengketa
informasi . Hal-hal yang biasanya terjadi sengketa karena
penolakan permintaan informasi, tidak disediakan informasi
berkala , tidak adanya tanggapan dari badan public , informasi
yang di dapat tidak sesuai dll .



PENGISIAN KUISIONER MONEV
KETERBUKAAN INFORMASI 
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PENGISIAN KUISIONER MONEV
KETERBUKAAN INFORMASI 
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PENGKLASIFIKASIAN ULANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

P P I D  K P I  P U S A T H A L A M A N  3 1

PERENCANAAN



PENGKLASIFIKASIAN ULANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK 
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KEPEGAWAIAN



PENGKLASIFIKASIAN ULANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK 
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KELEMBAGAAN

ISI SIARAN



HASIL PENILAIAN MONEV
KETERBUKAN INFORMASI BADAN

PUBLIK TAHUN 2023
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KPI PUSAT : 28,8



Nama No Registrasi Permintaan
Status

Permintaan 
Durasi

Pelayanan

Ahmad Alied
001/PPID-
KPIP/08/2023

Laporan Keuangan KPI
Pusat 2022

DIberikan 1 Hari

M Tri Hartati
002/PPID-
KPIP/10/2023

Rekaman Tayangan Metro
TV

Ditolak 5 Hari

Skolastika 
003/PPID-
KPIP/11/2023

Permohonan Izin
Menggunakan Logo KPI
Pusat 

Diberikan 6 Hari 

Utsman
Zatalhilmi 

004/PPID-
KPIP/11/2023

Tayangan Siaran
Mengandung Kekerasan 

Ditolak 5 Hari

Fandy
Mardianto

005/PPID-
KPIP/12/2023

Surat Edaran KPI No
203/K/KPI/02/2016

Diberikan 1 Hari 

PERMINTAAN
INFORMASI 2023
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